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Janyan Ada Kesan

DPR-KPK Sepenti
Tom And Jerry

DPR dan KPK diminta segera
memperbaiki hubungan. Jangan
sampai masyarakat melihat dua
lembaga ini seperti Tom & Jerry,
karakter kucing dan tikus di film
kartun yvang kerjanya berantem
melulu.

PERMINTAAMN ini diutarakan Ketua Umum
Ikatan Cendekiawan Muslim Indoensia
(ICMI) Jimly Asshiddiqgie usai ditemui
sejumlah anggota Pansus KPK, kemarin.
Rombongan Pansus tikba di Kantor ICMI,
Jakarta, menjelang siang. Rombongan dipim-
pin oleh Ketua Pansus Agun Gunanjar Sudarsa.
lkut mendampingi adalah Masinton Pasaribu,
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Taufigulhadi. dan Henry Yosodiningrat.
Kedatangan mereka diterima Jimly
yvang kemudian mengajak masuk ke
ruang pertemuan.

Ada apa kok ketemu Jimly?
Henry Yosodiningrat bilang., Pansus
ingin meminta pendapat dan pemikiran
ICMI soal Pansus dan pemberantasan
korupsi. Socalnya, dia bilang. banyal
kalangan masyarakat yang meng-
anggap pansus itu pro koruptor.
Padahal yang ingin dilakukan pansus
adalah ingin memperbaiki kinerja
KPK. Senada disampaikan Masinton
Pasaribu yang menurutnya banwvak
vang perlu dievaluasi dari KPK.. Dia
bilang selama 15 tahun KPK berdiri.
kinerja KPK terlalu tertutup. ““Saya
lihat KPK mengedepankan pola trial
by the press. Seakan-akan kalau sudah
discbut KPK pasti bersalah. Ini vang
sangat kami tentang.”” kata Masintorn-

Selama kurang lebih satu jam.
rombongan Pansus berbicara dengan
Jimly. Selesai pertemuan., Jimly ke-
luar mengantar rombongan. Juga
berfoto dulu. Apa sarannyva? Eks
Ketua Mahkamah Konstitusi (MEKD)
ini berharap kedua pihak saling meng-—
hormati. Sepertinya, Jimly tak ingin
hubungan KPK dan DPR seperti Tom &
Jerry yvang kerjanya berantem melulu.

Karena itu Jimly menganjurkan
KPK memenuhi panggilan pansus
untuk mengklarifikasi temuan indikasi
pelanggaran kinerja KPK.. Tapi, Jirmly
juga memahami sikap komisioner
KPK yvang belum mau hadir. Soalnva.
KPK masih menunggu keputusan
MK terkait keabsahan pansus angket.
Saat ini MK sedang memeriksa
perkara judicial review yang diajukan
beberapa kelompok terkait UU MID3
terutama terkait Hak Angket.

MAtas dasar itu, Jimly meminta
Pansus angket untuk tidak dulu
membuat rapat dan memanggil KPIK
sebelum ada putusan uji materi dari
MK . ““Jadi saya berharap pimpinan
pansus juga bisa hormati sikap KPK
vang tidak mau hadir. Jadi jangan
dulu diadakan pemanggilan kalau
belum ada putusan MK > tegasnya.

Aogar proses ini cepat selesai,
Jilmy menvarankan pansus scgera
mengirimkan surat ke WIK.. Surat itu.
disampaikan agar MK bisa segera
menyampalikan putusan gugatan
Judicial review soal sah atau tidaknya
lembaga hak angket KPPK tersebut.
Jika putusan terkait uji malteri itu telah
dikeluarkan. maka penyvelesaian konflik
antara K PK dan Pansus angket di DPR.
itu bisa segera diselesaikan. “Kalau
sudah ada putusan scmua bisa clear,”
kata Jimlxy.

Putusan gugatan itu tentu mernurut
Jimly akan mempengaruhi sikap Ketua
dan anggota KPK terkait undangan
pertemuan yvang sclalu disampaikan
oleh Pansus angket itu. Misalnyva.
dia meyvakini jika putusan MK justru
mengesahkan Pansus Hak Angket
sebagai lembaga konstitusi, maka
bukan tidak mungkin KPK akan
bersedia memenuhi undangan tersebut.
“KPK itu saya tahu, mereka paham
proses hukum. Kalau putusannya
sudah jelas mereka pasti akan turuti,”
kata Jimly.

Namun, sebaliknya jika putusan MK
Justru menolak Pansus Angket dan
menyatakan lemmbaga tersebut sebagai
lembaga yvang inkonstitusional, Jimly
menyarankan agar mereka menerima
putusan terscbut. tujuannya agar
perseteruan KPK dengan DPR tidak
terus berlarut-larut. “Kalau ternyata
putusannya sebaliknya, ya hargai,
va sudah terima saja putusannya,”
ujarnva.

Sckadar latar. WK saat ini tengah
menyvidangkan gugatan keabsahan
pansus angket KPK. Sebelumnyva,
penggugat yaitu Tim Adwvokasi Sela-
matkan KPK meminta hakim un-
tuk mengeluarkan putusan scla atas
konflik KPK dengan TDPR. Purtusan
provisi perlu segera diterbitikan agar
proses angket oleh Pansus Halk Ang-—
ket DPR tecrhadap KPK berhenti
untuk sementaira., selama uii materi
masih berlangsung di MWMEK. ™Namuan.,
Ketua MK Ardief Hidayat menolak
pPermintaan tersebut. MK meminta para
premochon menunggu putusan hakim
setelah mendengarkan keterangan
seluruh pihak. s=BCG
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